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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan cvaluasi terhadap sifat, jenis, dan
beban kerja jabatan di lingkungan Badan Pelindungan
Pckerja Migran Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian
kelas jabatan;

bahwa pengaluran mengenai kelas jabatan dalam
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatlan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun
2017 tenlang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di
Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia schagaimana telah
diubah dengan  Peraturan Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun

2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di



Mengingat
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Lingkungan Badan Nasional Penempaltan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-
undangan, schingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan hurufl b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan

Badan Pelindungan Peckerja Migran Indonesia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Llentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Badan Peclindungan Pckerja Migran Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Pencetapan Kelas Jabatan di  Lingkungan Instansi
Pemeriniah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1636);

Peraturan Kepala Badan Nasional Pcnempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1636);

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berila

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);



Menetaplkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Pcraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

X

Pegawai di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang
berdasarkan kepulusan pejabat yang berwenang
diangkal dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
belkerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu
satuan organisasi.

Jabalan Pimpinan Tinggi adalah sckelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yvang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sckelompok jabatan yang
berisi Mungsi dan (ugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
kketerampilan tertentu.

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat scorang pegawai negeri dalam rangkaian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pckerjaan, tetapi cukup sctara dalam

hal tingkal kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat



(1)

(2)

(3)

ol
persyaralan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan
schagai dasar penggajian.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya discbut  BP2MI adalah lembaga

pemerintah nonkementerian yang bertugas scbagai

pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan
pelindungan  pekerja  migran Indonesia  secara

terpadu.

Pasal 2
Pegawai wajib melaksanakan tugas scsuai dengan
jabatannya.
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
b. Jabatan Administrasi; dan
c. Jabatan Fungsional.
Jabalan Administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) hurul b terdiri alas:
a. Jabatan administrator;
b. Jabatan pcngawas; dan

c. Jabatan pelaksana.

Pasal 3

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memiliki Kelas Jabatan.

Nama Jabatan dan Keclas Jabatan untuk Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan
Fungsional di lingkungan BP2MI tercantum dalam
Lampiran yang mecrupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Badan ini.

Ketentuan mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak

tanggal 1 Februari 2021.
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Pasal 4
(1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) digunakan scbagai dasar pemberian
tunjangan kinerja.
(2) Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

a. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun
2017 tentang Kelas Jabalan dan Peta Jabatan di
Lingkungan Badan Nasional Penempatan  dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 260); dan

b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempalan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor O1 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan
dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional
Pencmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 301),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1008

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA  MIGRAN
INDONESIA

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRASI, DAN
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA

MIGRAN INDONESIA

A. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN

TINGGI,

JABATAN ADMINISTRATOR, DAN

JABATAN PENGAWAS DI

LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN Pl—‘leRJA MIGRAN INDONESIA

No " Nama Jabatan - " Kelas Jabatan
el ey e = N W
1. | Kepala Badan 17
2. | Sekretaris Utama 16
3. | Depuli Bidang Penempalan dan Pelindungan Kawasan |
Asia dan Afrika 16
4. “D(,puiJ_Blddn&; P(;medidn dan Pelind un_g_dn Kawasan a
Amerika Pasifik 16
S. | Deputi Bidang Pr_nr,mpdtan  dan Pc]mdungcm Kawasan | Sy
Eropa Timur Tengah 16
6. | Dircktur Sistem dan Strategi Penempais_in dan| ST
Pelindungan kawasan Asia dan Afrika 15
7. |Direktur Sislem dan %Lr&t&i __P_ezempdtd.n dan B )
Pelindungan kawasan Amerika dan Pasilik 15
"8, | Dircktur Sistem dan Strategi Penempatan dan|
Pelindungan kawasan Eropa dan Timur Tengah 15
9. | Direktur Pencnqjha‘t'an Pemerintah kawasan Asia dan -
Afrika 15




=i

" Kelas Jabatan

No Nama Jabatan
30, | Lﬁil'ck_i_l.]]:P(,HC_}TI;_JT:Hcl?]_f)(;;ﬁélqlrl_fdjl:l kawasan Er opa dan -
Timur Tengah 15
11. | Direktur Pc—)nempa.t;j__n kawasan Amerika dan Pasifilk ___—'—'1_1 5 uhl
12. | Direktur Poncm}iéfféuw Nonpemerintah kawasan Asia -___"_'15 _
| | dan Afrika o S T
13. | Direktur Pcncmpatcm N(m]}cmcrmtdh kawasan Er()pd
dan Timur Tengah 15
14. | Direktur Pelindun a;ai;_ dan _I;c?ﬁ_bcrd:;lhsa;n kawasan |
Asia dan Afrika 15
15. | Direktur Pelindungan dan Pemberd_c{y_aaﬁ_ “kawasan | —
Amerika dan Pasilik 15
16. | Direktur Pclmdunoan dan Pembcrdavaa}i “kawasan | :
Eropa dan Timur Tengah 15
17. | Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama 15
18. | Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan 61‘&51‘11%&51 T _1 g =
ECw _i;z,—]nlii“e; Biro 1 l\cucmd an dan Umum _ - 15 -
20. | chala Biro Hukum dan Hubungan Mé;yazja kat | - 15—_
"21. | Kepala Pusal Data dan Informasi i
22. | Kepala Pusal Pengembangan Surnber Daya Manusia 15
23. | Inspektur B "“Tg—_ I
24. | Kepala Balai - - 13
25. | Kepala Bagian Tata Usaha dan Lavcman Pcncfa_da:an = . ]2 il
55— l&eiﬁiéﬁg e e e B ]0 =
'27. | Kepala Subbagian Tata Usaha Balai _ 9
28. "!ielaé{1él_é_1.lb_bag_gian Tata Usaha Kepala 9
29 _I{epala"f‘;ubba—gién Tata Usaha Sekretaris Utama _ _ 1
30. I{ep‘é;l; Subbagian Tata Usaha Députi - Bidang
Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan 0
Alrika
31, |Kepala Subbagian Tata Usaha Decputi Bidang|
Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan 9
Pasilik
| 32. | Kepala Subbagian Taia Usaha  Deputi Bidang
Penempatan dan Pelindungan Kawasan KEropa dan 9
Timur Tengah
33. _'K(,pala %ubbaoﬂdn Protokol i g "
34. -l{cpal:—.l Subbagian Rumah T angga 9 o




T

No

35.

Kepala Subbagian

Nama . Jabatan

Kepala Subbagian Tata Usaha Pusal Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Tata Usaha Pusat Data dan

Informasi

Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat

-I{_e;;eila_Urusan Tata Usaha Loka

Kelas Jabatan

B. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

LINGKUNGAN BADAN PELINDUNGAN

DAN JABATAN PELAKSANA DI
PEKERJA MIGRAN INDONIZESIA
‘No. | Nama Jabatan Kelas Jabatan |
L P S — 3
s Ascsor Sumber Dava Manusia Aparatur Ahli Utama 14
2. Auditor Ahli Utama - HE
3. |Perencana Ahli Utama S 13
4, Statistisi Ahli Utama 718
5. | Analis Anc@;aran ‘Ahli Madyd N : 12
6. Analis I\ch.gawcua_n ‘Ahli Madya/Analis Sumber Daya 12
Manusia Aparatur Ahli Madya
Ve Analis Pengelolaan Kcuangan Anggaran Pendapatan 12
dan Belanja Negara Ahli Madya
8. [Asesor Sumber Daya Manusm Aparatur Ahli M’lc[ya 12
9. | Auditor Ahli Madya - o 11
710. | Pengclola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Madya 11
11. | Perencana Ahli Madya 1
1. Fli’fﬁ_dantdr Kerja Ahli Madya F =k iF
13. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
" 14. | Pranata homputr,r Ahli Mdd\/d IR B 1
15. | Statistisi Ahli Madya o - - 40
16. | Analis Anggaran Ahli Muda T
17. | Analis Kepegawaian Ahli Muda/ﬁ\nalis Sumber Dr:;ya 10
Manusia Aparatur Ahli Muda
18. | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan 10

dan Belanja Negara AhliMuda
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No. Nama Jabatan Kelas Jabatan
19. |Ascsor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda I
20. | Arsiparis Ahli Muda S 9 1
"21. | Auditor Ahli Muda i ' 9
22. | Peneliti Ahli Muda - 9 _
"23. | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda _ 9
24. | Perencana Ahli Muda o : 9 _
23. Ii‘engaljtar_liéij_é_?\l‘l]i Muda o N 9
26. | Pranata Hubungan Masyaralkat Ahli Muda 9
" 27. | Pranata I(onn:ﬁjtér Ahli Muda o 9
28. | Statistisi Ahli Muda ) 9
7729, | Penata Laksana Ba raﬁgi f’t‘.“r‘iyc_lia“ 9
T 30. @randwtezhcuanqcm Anggaran _Pcnc_l_ah-e-i-t_a_ﬁ dan Bélé}ija; -9
Negara Penycelia
31, | Analis Anggaran Ahli Pertama -
35, | Analis Kepegawaian Ahli Pertama/Analis Sumber| 8
Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
33. | Analis Pen gcidl_az_,i_l_lml_{g::'L'langﬂafl-{ug‘i:ég‘é}aﬁ __Pénhlglia_z;fe;ii 8
dan Belanja Negara Ahli Pertama
""34. | Arsiparis Ahli Pertama 8
35 Ai‘s_iladi‘is Penyelia - o EEEEEETTT 8
" 36. | Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama 8
37. | Auditor Ahli Pertama S 8
38. | Auditor Penyelia 1 B
39. [Auditor Kepegawaian Ahli Pertama - B
~40 | Penchid ALl Pertarsa __________________} &
41, ]Bé_ﬁgélolé1 Péﬁgadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama 8
42. | Perencana Ahli Pertama 8 R
43. | Pengantar Kerja Ahli Pertama 8
44. | Perancang Peraturan Pcrundang—Unciéin—ggn Ahli N 8
Pertama
45. | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8
"46. | Pranata Komputer Ahli Pertama - _ 8
" 47. | Pranata Komputer Penyelia o R
48, | Stalistisi Ahli Pertama 8
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Kelas Jabatan

No. Nama Jabatan
49. | Penata Laksana Barang Mahir _
50. | Pranala l\cuanfrdﬁ_ -Eaédai*al1 PCﬂdcl-p'{::L_Ldl'l dan Belanjd _
Negara Mahir
51. | Arsiparis Mahir ' o RN
- 52. | Auditor Pelaksana Lanjijtan 7
53. | Pranata ]mmputc,r Pelaksana Ldlaj_ilfdll_ R =
" 54. | Penata Laksana Barang Terampil 7
55 |Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja | 7
Negara Terampil
56. | Analis Bahan Pc-ncmpdtcj_i:l_f":rmwa Kerja “dan R
Perluasan Kesempatan Kerja
"57. | Analis Barang Milik NEQ&U% - 7
58. | Analis Dala dan Informasi ¥ _
59. | Analis Diklat 7
- 60. | Analis Hukum L 2
"61. | Analis Jabatan - 7
6. [Analis Relembagaan | 7
63. | Analis Kerja Sama ) - B 2
" 64. | Analis Kinerja - - i g
65. | Analis Laporan Hasil Audit R 7
66. | Analis Monitor 1an o, Evaluasi dan | Pcldpordn T
67. | Analis Pelayanan Publik 7
68. | Analis Peﬁégake{ir Integri{a-é_d'é:ﬁ Disiplin  Sumber i o
Daya Manusia Aparalur
69. | Analis Penclitian dan Pcnoembaﬁ gan 7
70. | Analis Peraturan [-"erundanguund‘émgaiﬁ dan ¥
Rancangan Peraturan Perundang-undangan
" 71. [Analis Perencanaan - " 7
"72. | Analis Perencanaan Sumber Dava—i&_daﬁs-la /\pcll atur o
73. | Analis Perlindungan dan Pcmbcrdayaan Tenaga Kerja 7
Indonesia
74. | Analis Publikasi ) R N
75. | Analis Sistem Informasi N i ¥
76. | Analis Tata lLaksana ) 7 l
77.| Analis Tata Usaha R I
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Kelas Jabatan

No. ‘Nama Jabatan
78. | Analis '1‘c-.na:ga Kerja - o . e
79. | Bendahara S o - T
80. 'Pe.nyusun- Bahan Kebijakan 7
" B | Pehyusun']i}criLa dan I5endapat Umum iy
82, | P(,Il\_f.l_,lgl_.lla_l_;fllpfﬂ -an I\eucm an - 7
83, Pc’nyuqun Naskah RapaL Pimpinan N
T84, | ﬁa{{ﬂéu;_l—r’l%&ldm Aﬁ\_‘,;__,dlcm dan Pc:lapo ran 7
85, ﬁiﬁ?usun Rencana l\cuancral; - Y R i
- 86. | Pcm”fuéun Rencana Mutasi B -
87. AIS]pafis_-’“[‘E;srlnpll . S 6
88. | Auditor Tcrampﬂ - o ) 6
.. 89, | P cll']cll.d lmmputu Pelaksana w? B o _ _ ___6___“ -
Q0. Pcngclola Penataan Sarana dan Prasarana 6
o], -__Ij_énfrolah Data S o 6
92, | 15;;001.:1]1 Data Aphka si dan Pcns!,(.]oldcm Data Sistem ) 6
Keuangan
93 Petugas Protokol | &
| 94. | Pranata Laporan I\Lu;l;;.;;}lm - 6
95. | Verifikator l\cugi-;;an - - 6
96. P(,ngadmn_'n_f;ﬂ‘d:ﬁ Umum o i 5 N

KEPALA

BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI



